LURAH DESA BANGUNJIWO

KECAMATAN KASIHAN, KABUPATEN BANTUL

PERATURAN DESA BANGUNJIWO
NOMOR 01 TAHUN 2017
TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESA BANGUNJIWO,

. bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor

88 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,
Lurah Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang
Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Desa- tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDesa), Desa Bangunjiwo Tahun Anggaran 2016.

."Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang

Pembentukan  Daerah-Daerah  Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara
Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomro 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomro
5339);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5687);
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. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 157, Tambahan Lemabaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717);

. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang

Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun

2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun
2014 tentang Pengelolaan < Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2094);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016

tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016

tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun

2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun
2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 110);

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Tanah
Desa (Berita Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2014 Nomor 113);

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun
2007 tentang badan Permusyawaratan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007
Seri D Nomor 12);
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Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2015
tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
(Berita Daerah Kabupaten bantul Tahun 2015 Nomor
24);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2016
tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa
(Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor
50;

Peraturan Bupati Bantul Nomor 88 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (Lembaran
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 88);

Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 01 Tahun 2015
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa Bangunjiwo (Lembaran Desa Bangunjiwo Tahun
2015 Nomor 01);

Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 03 Tahun 2016
tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
Bangunjiwo (Lembaran Desa Bangunjiwo Tahun 2016
Nomor 03);

Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 04 Tahun 2016
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2016.

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANGUNJIWO

dan
LURAH DESA BANGUNJIWO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA BANGUNJIWO TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDesa) TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 dengan
rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

2. Belanja Desa

Rp. 4.651.837.070

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 1.296.332.210

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Rp. 2.194.804.500
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 785.050.800
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 262.037.500
e. Bidang Tak Terduga Rp

Jumlah Belanja

Rp. 4.538.225.010

Surplus/Defisit Rp. 113.612.060
3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 491.938.814

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. -

Selisih Pembiayaan (a—-b) Rp. -



Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini, terdiri
dari:

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan
APBDesa Tahun Anggaran 2016.

2. Lampiran II : Laporan Aset dan Kekayaan Desa.

3. Lampiran II : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang

masuk ke Desa.

4. Lampiran IV : Daftar pemberian tanah Lungguh/Bengkok bagi Lurah
dan Pamong Desa Bangunjiwo.

5. Lampiran V : Daftar penerimaan aset sarana/prasarana eks PNPM-
MD.

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bangunjiwo.

Ditetapkan di Bangunjiwo
Pada tanggal ...........

LURAH DESA BANGUNJIWO,

PARJA

Diundangkan di = Bangunjiwo
Pada tanggal  ........

CARIK DESA BANGUNJIWO,

SUKARMAN

LEMBARAN DESA BANGUNJIWO TAHUN 2017 NOMOR 01

NOREG PERATURAN DESA BANGUNJIWO KECAMATAN KASIHAN
KABUPATEN BANTUL:
(conene /BJW /Tahun 2017)



RANCANGAN

PERATURAN DESA BANGUNJIWO
KECAMATAN KASIHAN, KABUPATEN BANTUL

NOMOR 01 TAHUN 2017
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LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDesa)

TAHUN ANGGARAN 2016



